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ABSTRAK 

Pandemi Covid-19 mengakibatkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui 

peraturan ini Indonesia mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Peranan negara 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu 

hak asasi manusia. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak 

pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Mengacu pada Pasal 28H 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,Pemerintah telah 

berupaya menjamin kesehatan bagi warga negaranya melalui program Vaksinasi 

Covid-19, namun masih terdapat masyarakat yang menolak diberikan vaksinasi Covid-

19, dan hal ini telah menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, 

bagaimana pengaturan kewajiban vaksin warga negara yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan? Kedua, bagaimana 

pengaturan kewajiban vaksin bagi warga negara ditinjau dari perspektif hak asasi 

manusia? Ketiga, bagaimana akibat hukum warga negara yang tidak melakukan 

kewajiban vaksin? Untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian 

dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah pertama, pemerintah 

telah menetapkan kewajiban vaksin terdapat dalam Pasal 15 (2) huruf a Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tindakan untuk 

mengimplementasikan kekarantinaan kesehatan salah satunya berupa pemberian 

vaksin. Sedangkan pada  Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan, dengan tegas menyatakan setiap orang diwajibkan 

mematuhi penyelanggaran kekarantinaan kesehatan. Kedua, pengaturan wajib bagi 

warga negara telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sehingga vaksinasi merupakan kewajiban 

setiap warga negara.  Ketiga, akibat hukum jika warga negara tidak melakukan 

kewajiban vaksin mendapatkan sanksi perdata, administrasi, hingga pidana.  


